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BUPATI PANGANDARAN 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR 43 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN         

BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PANGANDARAN, 
 

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati/Wali Kota 

mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/ 

kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

kepada Kepala DPMPTSP kabupaten/kota.  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan    

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5357); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor 221); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1956); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 

11); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah 

diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Kabupaten Pangandaran Daerah Nomor 10); 

12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 

2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 70 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati  

Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita 
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70). 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kabupaten Pangandaran. 

2.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.  

3.  Bupati adalah Bupati Pangandaran. 

4.  

 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada 

pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

5.  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 

disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Pangandaran. 

6.  Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 

pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap 

permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu 

pintu. 

7.  Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

8.  Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk 

memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam 

bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau 

pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. 

9.  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan 

tingkat risiko kegiatan usaha. 

10.  Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang 

diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. 

11.  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission 

yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau 

Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang 

terintegrasi. 

12.  Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga 

OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 

13.  Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan 

sesuatu. 

14.  Kewenangan Perizinan Berusaha adalah kewenangan pemberian jasa layanan 

Perizinan Berusaha sesuai peraturan perundang-undangan. 
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15.  Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku 

usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan 

pendaftaran. 

16.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

 

Pasal 2 

 

Maksud didelegasikannya Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dari 

Bupati kepada DPMPTSP adalah sebagai upaya: 

a terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang Perizinan Berusaha; 

b terwujudnya pelayanan di bidang Perizinan Berusaha yang cepat, efektif dan 

transparan; 
c terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan di bidang Perizinan Berusaha. 

 

Pasal 3 

 

Tujuan didelegasikanya Perizinan Berusaha kepada DPMPTSP adalah untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Perizinan Berusaha sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, 

efisien dan akuntabel. 
 

BAB II 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN 

PERIZINAN BERUSAHA  

Pasal 4 
 

(1) Bupati memberikan pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha 

kepada kepala DPMPTSP. 

(2) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan 

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA  

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 
 

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem 

investasi dan kegiatan berusaha. 

(2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan  

c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. 

(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha 

kegiatan usaha. 
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(4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b meliputi: 

a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; 

b. persetujuan lingkungan; dan 

c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. 

(5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang 

diselenggarakan terdiri atas sektor:  

a. kelautan dan perikanan; 

b. pertanian; 

c. lingkungan hidup dan kehutanan; 

d. perindustrian; 

e. perdagangan; 

f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;  

g. transportasi; 

h. kesehatan, obat dan makanan; 

i. pariwisata; dan  

j. ketenagakerjaan. 

(6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada 

sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan 

kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko. 

(7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan 

Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-

undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung. 

(8) Rincian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
 

Bagian Kedua  
Manajemen Penyelenggaraan 

Pasal 6 

 

(1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib 

menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. 

(2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. pelaksanaan pelayanan; 

b. pengelolaan pengaduan masyarakat; 

c. pengelolaan informasi; 

d. penyuluhan kepada masyarakat; 

e. pelayanan konsultasi; dan  

f. pendampingan hukum. 
 

Pasal 7 
 

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko.  
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(2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS 

yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

(3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan 

penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha. 

(4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan 

Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkan Pemerintah Pusat. 

 

Pasal 8 

 

(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara 

mandiri oleh Pelaku Usaha. 

(2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP. 

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, 

DPMPTSP dapat melakukan: 

a. pelayanan berbantuan; dan/atau 

b. pelayanan bergerak. 

(4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan 

secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.  

(5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan 

dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan 

menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.  

 

Pasal 9 

 

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a 

juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS: 

a. belum tersedia; atau 

b. terjadi gangguan teknis. 

(2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap 

berlangsung. 

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan: 

a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara 

luring kepada petugas DPMPTSP; 

b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud 

pada huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan 

c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha 

diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi. 

(4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) 

hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis. 

(5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.  

 



 

7 

 

Pasal 10 

 

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya. 

(2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

 

Pasal 11 

 

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, 

dan tidak dipungut biaya. 

(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan tahapan: 

a. menerima dan memberikan tanda terima; 

b. memeriksa kelengkapan dokumen; 

c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian; 

d. menelaah dan menanggapi; 

e. menatausahakan; 

f. melaporkan hasil; dan 

g. memantau dan mengevaluasi. 

(3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat Daerah melalui 

Sistem OSS. 

 

Pasal 12 
 

(1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan 

masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.  

(2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses 

dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi.  

 

Pasal 13 

 

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, 

dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. 

(2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 

sedikit: 

a. menerima permintaan layanan informasi; dan 

b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.  

 

Pasal 14 

 

(1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem 

OSS. 
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(2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP 

menyediakan dan memberikan informasi antara lain: 

a. profil kelembagaan perangkat Daerah; 

b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan 

c. penilaian kinerja PTSP. 

(3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media 

elektronik dan media cetak. 

(4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya. 

(5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 15 

 

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf d, meliputi:  

a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan 

Perizinan Berusaha; 

b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat; 

c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha; 

d. waktu dan tempat pelayanan; dan 

e. tingkat risiko kegiatan usaha. 

(2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui: 

a. media elektronik; 

b. media cetak; dan/atau 

c. pertemuan. 

(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat Daerah teknis secara 

periodik. 

 

Pasal 16 

 

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, 

paling sedikit: 

a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha; 

b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan  

c. pendampingan teknis. 

(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang 

konsultasi yang disediakan dan/atau daring dan dilaksanakan secara 

berkoordinasi dengan perangkat Daerah teknis secara interaktif. 

 

Pasal 17 

 

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f 

dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan 

perizinan yang melibatkan DPMPTSP. 

 

 

 

 

 



Pembina IV I a 
NIP. 19701002 199901 1 001 

'f Hidayat, S.H.,M.Si 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

~;,--,..;;::,._ erah Kabupaten Pangandaran 
#(, .. 
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BAB IV 

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 

 

Pasal 18 

(1) 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. jumlah perizinan yang diterbitkan; 

b. rencana dan realisasi investasi; dan 

c. kendala dan solusi. 

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 

3 (tiga) bulan. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 19 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang mengatur 

pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dalam Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan 

Perdagangan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2017 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 20 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran. 

 

Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 27 Agustus 2021 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

                                                                                      ttd. 

 

H. JEJE WIRADINATA 

 

Diundangkan di Parigi 

pada tanggal 27 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, 

  

ttd. 

 

 H. KUSDIANA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 NOMOR: 43 

 

 



 

 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR      :  43  TAHUN 2021 

TANGGAL   :  27 Agustus 2021 

 

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI 

No. Sektor 

Bidang Usaha Risiko 

Perizinan 

Usaha 

Jangka 

Waktu 

Masa 

Berlaku 
Parameter 

KBLI 
Judul 

KBLI 

Ruang 

Lingkup 

Parameter Risiko 
Tingkat 

Risiko Skala 

usaha 

Luas 

Lahan 

            

            

 

B. PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI 

 

No. Sub Sektor 
Perizinan Berusaha 

Non KBLI 

KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban 

KBLI Judul Rincian 

Jangka 

Waktu 

Pemenuhan 

Rincian 

Jangka 

Waktu 

Pemenuhan 

         

         

         



 
 

 

 

C. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI 

 

No Urusan Jenis Perizinan Non Berusaha Non KBLI 

1. Pertanian 1. Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner 

  2. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga 

Negara Indonesia) 

  3. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga 

Negara Asing) 

  4. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan paramedik veteriner)  

  5. Sertifikat Veteriner Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan 

Lainnya Antar Kabupaten/Kota atau Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

  6. Sertifikat Cara Budidaya Ternak yang Baik 

  7. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) 

2. Kesehatan Surat Izin Usaha Perikanan 

3. Energi dan Mineral Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung 

4. Perdagangan 1. Tanda Daftar Gudang 

  2. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan 

SKPL-C) 



 
 

 

 

  3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam 

Negeri 

  4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba 

Luar Negeri 

  5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba 

Dalam Negeri 

5. PUPR 1. Izin pengusahaan sumber daya air 

  2. Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan 

6. Transportasi 1. Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) 

  2. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum 

  3. Izin operasi prasarana perkeretaapian umum 

  4. Izin operasi sarana perkeretaapian umum 

  5. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus 

  6. Izin operasi perkeretaapian khusus 

  7. Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus 

  8. Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta 

api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah 

jumlah rangkaian kereta api khusus) 

  9. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Mnengah Tinggi) 



 
 

 

 

  10. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi) 

  11. Sertifikat Standar Perubahan Data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) 

  12. Sertifikat Standar Perubahan Data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) 

  13. Sertfikat Standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) 

  14. Sertfikat Standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) 

  15. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perawatan dan Perbaikan Kapal (Risiko 

Menengah Rendah) 

  16. Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan 

  17. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (Liner) (Risiko 

Menengah Tinggi) 

  18. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (Liner) (Risiko 

Menengah Tinggi) 

  19. Sertfikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi (Risiko Menengah Tinggi) 

  20. Sertfikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi (Risiko Menengah Tinggi) 

  21. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi (Risiko Menengah Tinggi)  

  22. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi (Risiko Menengah Tinggi)  

  23. Sertfikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/Tramper Khusus (Risiko Menengah 

Tinggi) 



 
 

 

 

  24. Sertfikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/Tramper Khusus (Risiko Menengah 

Tinggi) 

  25. Izin Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi) 

  26. Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi) 

  27. Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani 

Barang Umum (General Cargo/Multipurpose) Menjadi untuk Melayani Angkutan Peti Kemas 

(Risiko Menengah Tinggi) 

  28. Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk 

Melayani Barang Umum (General Cargo/Multipurpose) Menjadi untuk Melayani Angkutan 

Curah Air, Curah Kering, kendaraan dan Roro (Risiko Menengah Tinggi) 

  29. Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi) 

  30. Izin Kegiatan Kerja Keruk (Risiko Tinggi) 

  31. Izin Kegiatan Kerja Rekalamasi (Risiko Tinggi) 

  32. Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja 

Rekalamasi/Kegiatan Kerja Keruk/Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi) 

  33. Sertifikat Standar Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah 

Tinggi) 

  34. Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi) 



 
 

 

 

  35. Sertifikat Standar Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah 

Tinggi) 

  36. Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah 

Rendah) 

  37. Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus /TUKS (Risiko Menengah Tinggi) 

7. KESEHATAN 1. Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak 

melalui OSS 

  2. Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (tidak 

melalui OSS 

  3. Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota 

  4. Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) 

  5. Sertifikat laik higiene sanitasi di wilayah 

  6. Sertifikat laik sehat di wilayah 

  7. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 
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D. NON PERIZINAN  

No Urusan Jenis Nonperizinan 

1. Pendidikan 1. Izin Operasional Satuan Pendidikan  

  2. .................................... 

  3. dst 

2. Kesehatan 1. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional 

  2. Surat Izin KerjaPerekam Medis 

  3. Surat Izin Kerja Radiografer 

  4. Surat Izin KerjaRefraksionis Optisien 

  5. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian 

  6. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi 

Laboratorium Medik 

  7. Surat Izin Praktik Apoteker 

  8. Surat Izin Praktik Bidan 

  9. Surat Izin Praktik Dokter 

  10. Surat Izin Praktik Elektromedis 

  11. Surat Izin Praktik Fisioterapis 

  12. Surat Izin Praktik Penata Anestesi 

  13. Surat Izin Praktik Perawat 

  14. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi 

  15. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis 

Kefarmasian 

  16. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan 

Mulut 

3. Pertanian Surat Izin Praktik Dokter Hewan 
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